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Emis Gas Rumah Kaca (GRK), termasuk emisi karbondioksida (CO2) telah menjadi penyebab utama dari
perubahan iklim dan pemanasan global sgjak pertengahan abad ke-20. Ekosistem Karbon Biru (EKB), yang
meliputi mangrove dan padang lamun berperan penting dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Sebaliknya, kerusakan ekosistem ini dapat menimbulkan resiko lepasnya emisi karbon yang tersimpan
kembali ke atmosfer. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi terbesar dari ekosistem
tersebut, namun demikian, degradasi EKB di Indonesia yang disebabkan oleh konversi lahan dan kegiatan
akuakultur kian meningkat. Sebagai kerangka pengaturan, Perencanaan Tata Ruang berperan penting untuk
mengendalikan aktivitas tersebut, menimalisir konflik antar pengguna, dan melindungi EKB melalui
instrumen Tata Ruang guna mencegah degradasi |ebih lanjut. Perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan
EKB secara berkelanjutan tidak hanya mempertahankan kapasitasnya dalam penyerapan CO2, tetapi juga
mempertahankan jasa ekosistem yang penting bagi adaptasi perubahan iklim, meningkatkan potens sosial-
ekonomi masyarakat, memberikan perlindungan terhadap risiko perubahan iklim di wilayah pesisir, serta
memulihkan habitat yang terdegradasi guna mempertahankan fungsinya dalam mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim. Penelitian ini akan melakukan analisis berkaitan dengan mengenai peran Penataan Ruang
dalam proses Tata Kelola Karbon Biru, yang secara spesifik mencakup pengaturan dan instrumen tata ruang
dalam perlindungan EKB dalam berbagai peraturan perundang-undangan, permasalahan kel embagaan dalam
pengelolaan EKB di Indonesia, dan pengaturan serta studi kasus berkaitan keterlibatan masyarakat untuk
pengelolaan EKB pada provinsi Kalimantan Timur dan Bangka Belitung.

...... Emission of greenhouse gases, including carbon dioxide (CO2), has been the main cause of climate
change and global warming since the mid-20th century. Blue carbon ecosystems (BCE), which include
mangrove and seagrass meadows play a key role in climate change mitigation and adaptation. Conversely,
damage to these ecosystems risks the release of that carbon back to the atmosphere. Indonesia hosts one of
the biggest proportions of such ecosystems, however, the rate of BCE degradation in Indonesia caused by
land conversion and aguaculture remains high. As aregulatory framework, spatial planning plays akey role
to control such activities, maintain conflict between uses, and protect BCE through spatia planning
instruments to prevent further degradation. Conserving, restoring, and manage BCE sustainably not only
maintains CO2 sequestration capacity but also services essential for climate change adaptation along coasts,
improves socio-economic potential of the coastal community, provide protection against risks related to
climate change in coastal areas, as well as restoring degraded habitats to recover their climate change
mitigation potential and avoid additional greenhouse emissions. This paper aimed to analyzed the role of
Spatial Planning in the Blue Carbon Governance process, which specifically includes spatial arrangements
and instruments for the protection of BCE in various laws and regulations, institutional arrangement issues
in the management of BCE in Indonesia, and case studies related to community involvement in the
management of BCE in 2 provinces, East Kalimantan and Bangka Belitung.
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